BUPATI TAPANUL| UTARA

PERATURAN DAERAR KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 41  TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang * a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber peridapatar? daerah yang
penting guna mermbiayai .pelaksanaan pemerintahan daerah yang bertujuan
. unluk kesejahteraan masyarakat di daerah ;
b. bahwa sesuai dengan kelentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28
" Tahun 200§ tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mzka Pajak Daerah
diatur dengan Peraturan Daerah :
c. bahwa berdasarkan pérﬁmbangan sebagaimana dimaksud huruf a,-dan huruf
b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomocr 7 .Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Caerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten
Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat I1
Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumalera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ngmor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

~3. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republlk Indonesla Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;
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+ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik lndo'nesia
Nomor 3258) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 176 Tahun 1997 tentang Pedoman

. Tata Cara Pemanfaatan Pajak Daerah ; -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006-lentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahﬁn 2006 tentang Lembaran

Daerah dan Berita Dzerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur
Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor '3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuii Utara ;

Peraturan Daerah Kabupaten‘ Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanull Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisas| dan Tzla Kerja Lemb2ga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menetapkan

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH ,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

‘Dalam Peraturan Daerah Inl, yang dimaksud dengan :

%
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3.

Daerah adalah wilayah Kabupalen Tapanuli Utara ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ;
Bupati adalah Bupati Tapanuli Ulara :
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyai Deersh Kabupaten Tapanuli Utara;

5., Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bldang perpajdkan daerah
sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan ;

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Utara ;

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut F‘a]ak., adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan Yang bersifat memaksa
.berdasarkan>Undang~Undang. dengan lidak’mendapalkan imbalan secdra
langsung dan digunakan untuk keperiuan Daerah bagi sebesar-besamya

. kemakmuran rakyal ;

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan keéatuan.
bak yang melakukan usaha yang, melipui perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Millk Negara (BUMN), atau Badan -

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
. Massa, organisasi sosial politik, atau organisas! lainnya, lembaga dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap ;

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel -

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup Juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ;

11. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh resforan :

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
bar dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering ;

13. Pajak Hiburan adalah jasa pajak atas penyelenggarzan hiburan ;

14. Hiburan adalah semua jenis tontotan, pertunjukan, permainan dan atau
keramalan yang dinikmati dengan dipungut bayaran ;

15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklam:a .

16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak
ragamnya cirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, .
mempromosikan alau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang alau badan yang dapal dilihal, dibaca, didengar, dirasakan dan / atau

" dinkmati oleh umum ;

17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendii maupun diperoleh dari sumber lain ;
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18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajek atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam
dan / atau pemukaan bumi untuk dimanfaatkan ; '

19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndéng-Undangan di bidang
mineral dan batubara :

20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan de_enban pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor ;

21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak sua(‘u kendaraan yang tidak bersifat
sementara ; : .

“22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas ~pengambilan dan / atau pemanfaatan air
lanah ; ' '

23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah ; :

24, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan / atau
pengusahaan sarang burung wallel ; .

25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalla, yaitu collocalia
fuchligp hage, collocalia maina, collocalia asculanta, dan collocalia finchi

26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan / atau bangunan yangdimiliki, dikuasa dan / atau dimanfaatkan oleh orang

"« pribadl atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan ;

27. Bumi adalah permukiman bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di
wilayah Kabupaten Tapanuli Utara ;

28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap
pada tanah dan / atau perairan pedalaman ;

29. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-ata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilaména
tidak terjadi transaksi jual bell, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yangs efenls, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;

30. Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak
alas tanah dan / atau bangunan :

31. Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan- adalah perbualan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehinya hak atas tanah dan / atau
bangunan oleh orang pribadi atay badan ;
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32. Hak alas Tanah dan / alau Bangunan adalah hak alas tanah, lemasuk hak
pengelolaan, berserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan ;

33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak ;

34. Wajib Pajak adalah orang pribadi alau badan, meliputi perabayaran pyajak.
pemotengan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyal hak dan kewajiban
perpajakan  sesuai dengan  ketentuan peraluran perUndang-Undangan
perpajakan daerah ;

35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 {salu) bulan kelender atau jangka waktu Jain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagl Wajib Pajak untuk menghltung. menyetor dan melaporkan
pajak yang terhutang ; 3

36. Tahun Pajak adalah jangke waktu yang selamanya 1 (satu) tahun kelender,
kecuall bila Wajib Pajak menggunekan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kelender ;

37. Pajak yang terutang adalsh pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai
dengan ketentuan .peraturan perUndang-Undangan pemajakan daerah

38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yag terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak pengawasan penyetorannya ;

39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajb> Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /
atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau
harta dan kewajiban sesual dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
perpajakan daerah;

40. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah
sural yang digunakan cleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan
- perUndang-Undangan perpajakan daerah ;

41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah buktl
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilzkukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara laln ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati :

42. Surat Keterangan Pajak Daerah, yangs selanjutnya disingkat SKPD, adalah

sural ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang
terutang ;
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43. Surat Pemberitahyan Pajak Tenutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adaleh
surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan
| Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak :

44, Surat Ketetapan Pajalc Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalzh surat keteiapan pajak yang menentukan besamya jumlah
pokok pajak, besamya sanks] adminlstratif, dan jumlzh pajak yang masih harus
dibayar ;

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT,'adaIah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
alas jumiah pajak yang telah ditetapkan ;

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,‘adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pzjak sama besamya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak :

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak
yang terutang atay seharusnya tidak terutang ;

8. Surat Taghan Pajak Daerah, yang sefanjuinya disingkat STFD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajsk dan / atay sanks| administratif berupa bunga
dan/atau denda ; '

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Sural Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Syrat Keputusan Keberatan,

BABII
JENIS-JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenls Pajak terdid atas -

a. Pajak Hotel:

b. Pajak Restoran;

¢. + Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;
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&. Pajak Penerangan Jalan:

. Pajak Mineral Bukan Logam dan Baluan;

9., Pajak Parkir:

r;. Pajak Alr Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet: .

j- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

Baglan Pertama
Pajak Hotel
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 3
(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan
Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk
fasilitas olahraga dan hiburan, 5

(2) Objek Pzjak Hotel adalsh pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan
pembayaren, temmasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, lermasuk fasilitas olahraga
dan hiburan. § |

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon,
facsimile, teleks, intemet, fotocopy, pelayanan cudi, seterika, transportasi dan
fasilitas sejenls lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel, .

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah:
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atay

Pemerintah Daerah :
b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya; '
¢. Jasa tempat tinggal di pusal pendidikan atau keglatan keagamaan ;
d. Jasa lempat tinggal di rumah sakil, asrama perawal, panli jompo, panti

asuhan dan panti sosia! lainnya yang sejenis : dan

e. Jasa biro peralanan atau perjalanan wisafa yang diselenggarakan olch
Holel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
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Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel,
(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi ateu badan yang mengusahakan Hotel.
Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel
Pasal §

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya -
dibayar kepada Hotel.

Pasal 6
Ta'n‘l Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). *
Pasal 7
(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. '

(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Baglan Kedua
Pajak Restoran
Paragraf Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 8

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungul pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh Restoran.

(2) Ob]ek’ Pajak Restoﬁn adalah pelayanan yari'g disediakan oleh Restoran.

(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atay minuman yang dikonsumsi
oleh pembell, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Resloran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak
melebihi batas Rp. 500.000,- / tahun. .




Pasal 9

() Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi alau badan yang membe\\
makanan dayﬂlau minuman dari Restoran,

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
Restoran.
Paragraf Kedua 5
Dasar Pengenaan,Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau
yang seharusnya diterima Restoran.

-

Pasal 11
Tarnif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut : .
Restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan dan minuman / kopi, jasa
boga / katering ditetapkan sebesar 10% (senuluh persen).

Pasal 12 :

(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah,

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan
Paragraf Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajlb Pajak
Pasal 13 ;
(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipuagut pajak atas Jasa per‘tyelonggaraan hiburan
yang dipungut bayaran.
(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraad hiburan yang dipungqut

bayaran.

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Tontonan film
b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan / alau busana :
¢ Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ;

d. Pameran;
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.e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ;
f. Sirkus, akrobrat dan sulap ;

Permainan bilyar, \g;\o}l‘:dan boling ;

> ©

Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan pemainan ketengkasan ;L
i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ;
l dan
j. Pertandingan olahraga. = -~
(4) Dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan adalah penyeienggaraan hiburan yang
bersifat soslal dan non komersil.

Pasal 14
-4
(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. 1.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang' menyelenggarakan
. Hiburan. ’ 4

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PaJak Hiburan
Pasal 15

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. :
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
" lermasuk polongan harga dan tket cuma-cuma yang diberkan keépada
penerima jasa Hiburan.

Pasal 16 : ]
(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 15 % (Ilrﬁa belas persen ).

(2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik,
karaoke, klap malam, nggti pijat dan mandi uap, tarif Pajgk Hiburan ditetapkan
sebesar 35 %. )

(3) Khusus hiburan berupa permainan ketangkasan, bilyar, golf, boling, pacuan
kuda dan kendaraan bermotor dikenakan tarif Pajok Hiburan sebesar 15 % (lima
belas persen).

(4) Khusus hiburan kesenlan rakyaltradisional dikenakan tarf Pajak Hiburan
sebesar 10 %.
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Pasal Al

(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihutang dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Baglan Keempat
Pajak Reklame
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 18

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan

Reklame
(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Reklame papan/billboardvideotron/megatron dan sejenisnya ;

b. Reklamekain; -~ ‘
Reklame melekat stiker ;
Reldame selebaran ; - P
Rekiams berjalan, termasuk pada kendaraan ;
Rekdame udara; . g
Rekdame apung ;
Reklame suara; gl
Reklame film/ shde ; dan :

j.  Reklame peragaan,
(4) Tidak termasuk sebagal objek Pajak Reklame adalah :

~ o a o
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gae

a. Penyelenggaraan Reklame melalui intemet, televisi, sadio, warta harian,

warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ; ;
. b. Labelimerk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ;

¢. Nama.pengenal usaha atau'profest yang dipasang melekat pada bangunan
tempat usaha alau profes| diselenggarakan sesual dengan ketentuan yang
mengatur nama mengenal usaha atau profes! tersebul :

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerlr‘mh Daerah.
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Pasal 19

(1) Sutjek Pajak Reklame adalsh orang pribadi atau Badan yang
menggunakan reklame. '

(2) Wajib Pajak Reklame adaleh orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan reklame. -

T Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi
atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut,

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga
), tersebut menjadi Wejib Pajak Reklame.

Paragraf 2
Das;r Pengenaan, Tarif dan Cara Perhltungan Pajak Reklame
Pasal 20

v

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Niiai Sewa Rekiame.

(2) Dalam hal Rekiame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Rekiame. o

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendir, Nilai Sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diitung dengan memperhatian faktor Jenis, bahan
“yang digunakan, lokasi penempatan, waklu, jangka waklu penyelenggaraan,
Jumiah dan ukuran media Rekiame. '

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat- (2) tidak
diketahui dan / atau dianggap ﬁdi wajar, Nilal Sewa Reklame ditetapkan
dengan ménggunakan faktor-faktor Sebagaiman_a dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan sebagal berikut : Ukuran x Jumlah Sisi x Jangka Waktu Pemasangan
x Nilai Stategis x Jumlah Reklame.

@.* mlal strategis reklame sebagafﬁrana dimaksud pada ayat (5) di
tapkan dengan Peraturan Bupat i '

Pasal 21

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). 5
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Pasal 22

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang lerutang dihutang dengan cara mengalikan
tarif sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak
-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).

(2) Pejak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Baglan Kelima -
Pajak Penerangan Jalan
Paragraf 1 :
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 23 ‘
(1): Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak aias penggunaan iénaga
listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dlperole.h.dati sumber lain.
(2) Objek Pajak'Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrﬂ(: baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dan sumber !ain,”
(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
seluruh pembangkit fistik. .~
(4). D.ﬂtewam(an dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah: .
. a. Penggunaan tepaga listik oleh instansi Pemerintah aan Pemerintah
Daerah; '
b. Penggunaan tenaga listrik pada tempal-tampat yang diguna;kan oleh
kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik ;

c. Penggunaan lenaga listrik yang dihasilkan sendisi dengan kapasitas tertentu
yang tidak memerfukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atav badan yang dapat

P4

menggunakan tenaga listrik,

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaqa listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan
Jalan adalah penyedia lenaga listrik, :
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Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Pajak Penerangan Jalan
Pasal 25

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalzh Nilai Jual Tenaga Listrik. 1
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dad sumber lain dengan pembayaran, Nilai
Jual Tenaga' Listik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah
dengan biaya pemakaian KWhivarisble yang ditagihkan dalam rekening
listrik ; \

b. Dé!am hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik déhitung
berdasarkan kapasitas tersedxa. tmgket penggunaan listrk, jangka wak;u
pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah,

Pasal 26
(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Penggunaan ten2ga listrik dari sumber lain oleh Industr, pertambangan mlny-ak
bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga
, persen).
(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan
cftetapkan sebesaH ,5% (satu setengah persen).

x4

Pasal27

(1) Besaran pokok Pzjak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara
mengallkan tarl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). '

(2) Pajak Penerangan Jalan yang lerutapg dipungut di wilayah Daerah.

(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk
penyediaan penerangan Jalan melalul mekanisme anggaran yang beriaku.
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Bagian Kesnam

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Paragraf 1
Nama, Objek , Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 28

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas
keglatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan
minera! bukan logam dan batuan yang meliputi :

Asbes; .

Batu tulis ;>

Batu setengah permata ;
Batu kapur ; i
Batu apung ;.

Batu permata ;
Bentonit; -

Dolomit ;

Feldspar ;

Garam batu (halite) ;
Grafit;
Granit / andesit ;

Gips;

Kalsit ;

Kaokn; -

Leusit; -

Magnesit ;

Mika ;

Marmer ;

Nitrat ;

Opsidien ; :
Oker;

Pasir dan kerikil ; _
Pasir kuarsa ;

Perit ;

Phospat ;

aa. Talk;

bb. Tanah serap (fullers earth) ;
cc. Tanah diatome

dd. Tanahlial ;

Te =~ o ap o

il U T

s'p 9 'ps pa

™= »

< €

NS % £




v ee. Tawas (alum):
ff. Tras;
99. Yarosif ;
hh. Zeolit;
il. Basal;
. Trakkit;dan ° ;
’-_hh..Mineral Bukar Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
(3) Dikecualikan dani objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keglatan pengambilan Mineral Bukgn Logam dan Batuar dan Batuan yang

nyata-nyata tidak d'i'manfaatkan:' secara komersial, seperti kegiatan .

pengambilan tanah untuk kepeﬁuan rumah tangga, pemancangan tiang
listrik/telepon, penanaman kabel listrik / telepon, penanaman pipa air / gas ;

b. Keglatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan
kkutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara
komerstal, )

Pasal 29

(1) Subjek Pzjak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang pribadi atau
badan hukum yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan
hukum yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
Pasal 30 |

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalsh Nilai Jual
- Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan,

(2) Nilal.Jual sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dihitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilal pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga-haséa yang

" berlaku di lokasi setempal di Daerah.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan

sebagaimana dimaksud pada ayal (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar

yang ditetapkan oleh instansi yang bemenqng dalem bidang pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan,
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Pasal 31
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh
lima persen).
: Pasal 32
(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dafam Pasal 30 ayat
(1). %

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang di pungut di wilayéh
Daerah.

Bagian Ketujuh _
Pajak Parkir
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 33
(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak ataS penyelenggaraan tempat parkir
di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suaty usaha, termasuk penyeciaan tempat
penitipan kendaraan bemofor.

(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di {uar badan jalan,

" bak yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagal suatu usazha, termasuk penyediaan tempat penitican kendaraan
bermolor.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintan Daerah ;

b. Penyelenggaraan tempat parkir olsh Pemerintah yang hanya digunakan
untuk karyawannya sendiri ; :

¢. Penyelenggaraan lempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan
Negarz asing dengan asas timbal balik,

Pasal 34

(1y Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi alau badan yang melakukan parkir
: kendaraan bemmotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
tempat parkir,
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Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhltungan Pajak
Pasal 35

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran aléu yang
- seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir,

(2) Jumish yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

. termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma~cuma yang diberikan kepada
penerima jasa Parkir, '

Pasal 36
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
Pasal 37 »

(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif pajak sebagalmana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan
- Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,

(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

S

Baglan Kodelapan
IR A TaRah Y
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 38

(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah,
(2) Objek Pajak Alr Tanah adalah PEngambilamdan/atau pemanfaatan Alr Tangh,

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan / atay
pemanfaatan Air Tanah untuk keperuan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan,

Pasal 39

'

(1) Subjek Pajak Alr Tanah adalah orang pribad| atau badan yang dapat melakukan
‘pengambilardan / atau pemanfaatan Alr Tanah, -

(2) Wajib Pajak Alr Tanah adalah orang pribadi alau badan yang" melakukan
pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah,
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Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Qéara Perhitungan Pajak
Pasal 40
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilal Perolshan Alf Tanah?

{2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dafsh iﬁﬁfﬁﬁ‘y’ang dihitung dengan mempertimtangken sebagian-atau seluruh
Sfaktsr-fakforberikut :

Jenis sumber air :

o @

Lokasi sumber air':

. Tujuan pengambilan dar, / atau pemantaatan air ;
4. Volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan;  \
£, kuaﬁtas air o
1. Tingkat kerusakan ﬁngl?ungan yang dlakibatkan cleh pengambilan dan /
atau pemanfaatan air,
(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan kondisi Daerzh, iy
(4) Besamya Nilai Perolehan Ain;.‘lza;lah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l_'
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
I Fasal 41
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
Pasal 42 .

(1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
terif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar-pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

(2) Pajak Alr Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah,

Baglan Kesembllan
Pajak Sarang Burung Walet
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajlb Pajak
Pasal 43

(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung wallet dipungut pajak atas pengambilan
dan / atau pengusahaan Sarang Burung Walet,

(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan / atau pangusahaan
Sarang Burung Walet,
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(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah

Pengambilan. Sarang Burung Walel yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP).
Pasal 44

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan / atev mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orangpribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan / atau mengusah;kan Sarang Burung Walel.

Paragraf 2
- Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhltungan Pajak
Pasal 45 :

(1) Dasar pengenaan Pajok Sarang Buning Walet adalah Nilal Jual Sarang Burung
Walet. ' :

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang
berlaku di Daerah Kabupaten Tapanuli Utara denga_n_volume Sarang Burung
Walet.

Pasal 46
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 47

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara
maﬂmntarﬂpa}aksebagaimanad&nalsuddalmPasal%dedgmdasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah,

Baglan Kesepuluh .
. Pajak Buml dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
: Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Walh Pajak

Pasal 48
(1) Dengan nama Pzjak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut
pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimillki, dikuasal dan / atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan

" untuk keglatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan,
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(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan /
atau Bangunan yang dimiliki, dikvasai dan / atay dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
' perkebunan, perhutanan dan pertambangan,

(3) Temasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

a. Jalan lingkungan yang teretak dalam saty komplsks bangurian seperti
hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan sualu kesatuan dengan
kompleks bangunan tersebut : :

b. Jalantol:

¢ Kolam renang;

'd. Pagarmewah:

e. Tempatolahraga ; ‘
f.  Galangan kapal, dermaga;

9. Taman mewah ;
h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan 9as, pipa minyak ; dan

i. Menara.
(4) Objek Pjak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan adalah objek pajak yang :
a. Digunzkan oleh Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  untuk
penyelenggaraan pemerintahan ;

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dj bidang
badah, sosia, kesehatan, pondidikan dan kebudayaan nasiondl, yang tidak
diaksudkan untuk memperoleh keuntungan; -

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau tanah sejenis
dengan ity ; _

d. Merupakan hutan findung, hutan suaka alam, hulan wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan dan dikuasal oleh desa, dan tanah Negara yang
bélum dibeban suatu hak ;

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat f)erdasa:kan asasg
perakuan timbal balik : dan

f. Digunakan oleh badan atay perwakilan lembaga intemasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menleri Keuangan.

Pasal 49
(1) Setiap orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh

manfaal atas tanah dan/alau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya
tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah,
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(2) 'Dalam hal orang pribadi dan badan yang memiliki, menguasai alau memperoleh
manfaat atas tanah dan/atay bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Instansi
yang berwenang. '

Pasal 50

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan'dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata dapal mempunyél suatu hak atas Bumi
dan/atay memperoleh manfaat atas Bumi, dan7 atau memiliki, menguasai, dan /
-atau memperoleh manfaat atas Bangunan, )

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
manfaat atas Bumi, dan / atay memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh
manfaal atas Bangunah.

Pasal 51

(1) Dalam hal atas suaty objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati
atéu Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana
dimaksud pada Pasal 50 aya (1) sebagai wajib pajak, '

(2) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati atay Pejabat yang
ditunjuk bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap objek pejak
dimaksud. :

(3) Bila Kelerangan yang diajukan‘oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) disetujl, maka Bupatl atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan
penetapan sebagal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan.sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

(4) Bila keterangan yang diajukan itu lidak disetujui, maka Bupati atay Pejabat yang
ditunjuk mengeluarkan Sural Keputusan Penolakan dengan disertai alasan.
alasannya.

(5) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan
!
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bupali atay PeJabat yang ditunjuk tidak
memberikan keputusan maka keterangan yang diafukan ity dianggap disetujui.

‘ Paragraf 2
Nilal Jual Objek Tidak Kena Pajak, Dasar Pongenaan Pajak,
Besaran Tarif, dan Cara Perhltunigan Tarif
Pasal 52

Besamya Nlal Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditelapkan sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap ‘Wajib Pajak.
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Pasal 53

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalzh
NJOP.

(2) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difelapkan setiap 3 (tiga)
tahun, kecuali untuk objek pejak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayahnya,

(3) Penetapan besamya NJOP sebagaimana dinjaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Tarlf Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,4%
(nal koma satu persen).
Pasal 55

(1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan .dan Perkotaan yang
térutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayal (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual db]ek Pajak tidak Kena
‘Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6).

(2) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkctaan yang terutang dipungut di
wilayah Daerah.

Pasal 56
(1) Tahun Pajak adalah Jangka wakiu 1 (satu) tahun kelender.

(V) ‘Saal yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek
pajak pada tanggal 1 Januari. '

(3)-Pajak Bumi dan Bangunen Pedesaan dan Perkotaan dipungut di wilayah
Daerah.

Pasal 57 .
(1): Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP,

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengen jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupall atau Pejabat
yang wilayah kerjanya melipull letak objek pajak, selambat-fambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah diteimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 58 .
(1) Berdasarkan SPOP, Bupali atau Pejabat menerbltkan SPPT,
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
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a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak disampaikan
dan setelah Wajb Pajak ditegur tertulis oleh Bupati alau Pejabat
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ;

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain temyata jumlah pajak
yang terutang lebih besar dari jumlah pajek yang dihitung berdasarkan
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. *

Baglan Kesebelas

Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1 i
Nama, Objek , Subjek dan Wajlb Pajak
Pasal 59

(1) Dengan nama Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut
_pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan.

(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan
Hak ates Tanah dan/ atau Bangunan.

(3) Perolehan Hak alas Tanah dan / alau Bangunan sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. Pemindahan hak karena :
1) jual beli;
2) tukarmenukar;
3) hibah;
em 4) hibah wasiat ;
L9
' 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain ;
7) pemisahan hak yang mengakibatkan perathan ;
8) penunjukan pembeli dalamlelang ; :
J 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyal kekuatan hukum tetap ;
' 10) penggabungan usaha ;
11) peleburan usaha ;
12) pemekaran usaha ; atau
13) hadiah.
b. Pemberian hak baru karena ;

1) kelanjutan pelepasan hak ; alau
2) diluar pelepasan hak
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(4) Hak atas Tanah sebaga:mana dimaksud pada ayal (1) adalah .
a. Hak milik ;-
b. Hak guna usaha;
c. Hak guna bangunan ; -
d Hak pakai ;
& Hak milik atas satuan rumzh susun ;dan
f Hak pengelolaan.
(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan / atau
Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
a. Perwakilan diplomalik dan konsulal berdasarkan atas periakuan timbaf balik:
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan lvatau untuk pelaksanaan -
pembangunan guna kepentingan umum : 3
¢. Badan atau perwakilan lembaga Intemasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atay
* tdak melakukan kegiatan laln di luar fungsi dan tugas badan atau
. perwakilan organisasi tersebut ;
d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak ata'u; karena perbuatan
hukum fain dengan tidak adanya perubahan nama :
e. Orang pribadi atau badan karena wakaf ; dan
f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah,
Pasal 60 A
(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan / atau Bangunan
(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan / atau Bangunan,
(3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum Jelas diketahul wajib pajaknya, Bupati
ateu Pefabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) sebagal wajib pajak. /

(4) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
memberikan keterangan secara tertulls kepada Bupati alau Pejabal yang
ditunjuk bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak
dimaksud.

(5) Blla Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) disetujul, maka Bupali atau Pejabat yang ditunjuk dapat mombatalkan
penetapan sebagal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayal (3) dalam
Jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
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{®) Bila keterangan yang dizjukan i ik disetuju, maka Bupal atau Pejabat yang
ditunjuk mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertal alasan-
alasannya,

(7) Apabila setelah Jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Bupati atau Pejabat yang dilunjuk tidak
memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan Itu dianggap disetujui.

Paragraf 2

Nilal Jus] Objek Tidak Kena Pajak; Dasar Pengenaan Pajak,

Besaran Tarlf, dan Cara Perhltungan Tarlf
Pasal 61

(1), Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai
Perolehan Objek Pajak. ' '
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaim%na dimaksud pada ayat (1), dalam hal :

a.
b.

C.

d.

guakbeiladalah harga transaksl;

tukar menukar adalah nilai pasar ;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar ;

waris adalsh nilal pasar ; i
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah nilai pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilal pasar ;

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar ; b

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar ;

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar ;
penggabungan uszha adalah nilai pasar ;
peleburan usaha adalah nilai pasar ;

. pemekaran usaha adalah nilai pasar ;

hadiah adalah nilai pasar ; dan/ atau

penunjukan pembell dalam lelang adalah harga transaksl yang tercantum
dalam risalah lelang.

(3) Jika Nilal Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf *a*
sampal dengan huruf *n* tidak diketahul atau leblh rendah durl pada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Buml dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakal adalash NJOP Pajak Bumi dan

.Bangunan,

—l
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(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Banqunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan
Bangunan dapat didasarkan pada Sural Keterangan NJOP Pajak Bumi dan
Bangunan.

(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Buml dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) adalah bersifat sementara.

(6) Surat Keterangan NJOP Pajsk Bumi dén-Bangunaru sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pélayanan Pajak atau instansi yang
berwenang di Kabupaten Tapanuli Utara.

(7) Besamya, Nilai Perﬁlqhan Objek Pajak Tidak Kena Pajak diletapkan sebesar
Rop 60.000.000,00 (engm puluh juta ruplah) untuk setiap Wajib Pajak.

(8) Besamya. Nilai Pemlf;han Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak
karena waris atau hibah waslat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungén keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas
alau satu derajat ke bawah dengan pemberi fibah wasial, termasuk suamifistr,

; ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 62
T.arif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditefapkan sebesar 5% (lima
persen). )
Pasal 63 :

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayal

~ (1) setelsh dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7) dan (8).

'(2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut di wilayah Daerah,
Paragraf 3
Saat Terutang Pajak dan Pelaporan Objek Pajak
Pasal 64 ;
(1) Saat terutang'nya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
* ditetapkan uruk:
a.  Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b.  tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan.ditandatanganinya ak(a;'
¢.  hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
d.  -hibah waslat adalah sefak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e.  warls adalah sejak langgal yang bersangkulan mendaftarkan peralihan
haknya ke kanlor pertanahan:
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f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

9. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tangal dibuat
dan ditandatanganinya akla;

ﬁ. putusan hakim adaleh sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap; i %

i.  pemberian hak bangunan atas tanzh sebagal kelanjutan dari pelépasan
hak adalah sejak tanggal dilertitkannya surat keputusan pemberian hak;

J. pemberizn hak bangunan diluar pelepasan hak sdalah sejak tanggal
diterbitkannya sui’at keputusan pemberian hak;

k. per;ggabungm usaha adalah sejak tanggal dibuat dan cﬁlandatanganinya
akta; .

I peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akia;

m. pemekaran usaha adalah sejek tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;

n.  hadiah adalah sejak tanggal dibual dan di tanda tanganinya 2kta; dan

0. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Paragraf 4
Ketentuan Bagl Pejabat
Pasal 65

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapal menandatangani akla
pemindshan Hak atas Tanah dan/alau Bangunan setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukl pembayaran pajak berupa SSPD.

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat
menandatangani risalah lefang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

pala kantor bidang pertanahan hanya dapat melzkukan pendaftaran Hak atas

"'Tanah atau pendafiaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

Pasal 66

(1) Pe}abat Pembuat Akta Tanah/MNotaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negaa- melaporkan spembuatan akta atau risalzh lelang
Perolehan Hak atas fanah dan_latau Bangunan kepada Kepala Daerah paling‘
lambat pada tanggal 10 (sepulth) bulan berikutnya,

(2) Ketentuan lebih lanjut mepgenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimaria
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa
denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap
pelanggaran.

(2) Pejabat Pembual Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dala}n Pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administratif bemp'a denda sebesar
Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayal (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan.
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BAB XIV
PEMUNGUTAN PAJAK
Baglan Kesatu
Masa Pajsk
Pasal 68

Masa Pajak untuk Pajek Hotel, Pajak Restoran,-Pajek Hiburan, Pajak Reklams,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Ratuan, Pajak Parkir,
Pajak Alr Tanah, Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kelender,

(1)

@

@)

(1)

(2)

(3)

Baglan Kedua
Pendaftaran dan Pondataan Walib Pajak
Pasal 69

Untuk mengetahui jumiah potensi pajak, Instansi yang berwenang melakukan
pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak.

Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas diawall dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir pendataan

"secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daersh, selanjutnya dicatat dalam daftar Induk

- Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan

NPWPD dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah,

" Berdasarkan formulir pendafiaran, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah menerbitkan NPWPD kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam
daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis objek pajak.

Pasal 70 . o

Setiap 3 (Biga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiiiki NPWPD wajib
mengisi formullr pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani

~oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

#h5

Seluruh data yang dipercleh dari data Isian sebagalmana dimaksud pada ayat
(4) dhimpun dan dicatat dalam daflar wajib pajak dan kariu data, yang
merupakan hasil akhir yang algan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan
penstapan pgjak lerutang atau sebagal dasar pemeriksaan SPTPD yang
dilaporkan oleh Walib Pajak,

Bentuk dan tala cara pengisian formulir pendataan dan pendafiaran dlatur lebnh

‘lanjut dengan Peraturan Bupati.




(1)

@)

(1)

(2)

(3)

@

()
(8)

®)

(1)

3]
Pasal T1

Berdasarkan hasil pendataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan 70,

‘Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- menerbitkan SKPD sebagai dasar pemungutan pajak yang terutang.

Jenis pajak yang dipungul berdasarkan SKPD melipui Pajak Air Tanah, Pajak
Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD.
Pasal 72

Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri
berdasarkan peraturan perlUndang-Undangan perpajakan.

Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak PenEmngan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan.

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendir pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD.

Wajb Pgjak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar sendiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajek yang tentang
berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT,

Khusus BPHTB, pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSFD.
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga merupakan SPTPD.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajlb diisi dengan jelas, benar dan
lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampalkan kepada Bupat}
atau Pejabat yang ditunjuk sebagal bahan untuk‘.me_(m_ag?

Bentuk, tata cara pengisian, pembayaran dan peneliian SSPD sebagalmana
dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

' Pasal 73

"Untuk Jenis pajak daerah yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD,

dalam jangka waklu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupali atau
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbilkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1) jka berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak alau kurang dibayar,
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2) jka SPTPD fidak disampaikan kepada Bupali atau Pejabat yang
ditunjukdalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis
tdak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat
teguran;
3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jebaten.
a. SKPDKBT jika ditemukan data baru danfatau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambaha}\ Jumiah pajak yang terutang.
b. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumiah
* "kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ac'ia| kredit pajak.

{20 Jumiah kekurangan pajek yang terutang dalam SKPDKB- sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hunf a angka 1) don angka 2) dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau tedambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumizh kekurangan pajak yang lerutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administralif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari juriah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenakan sebagaimana dimeksud pada ayat {3) tidek-dikenakan jlka Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumiah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf 2 angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh fima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif

- berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan
Pasal 74 .
(1) Pemungutan Pajak dllarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang lerulang berdasarkan sural
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan
Pemndang—undangan perpajakan. '

(3) Wajib Pajak yang memenuhl kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan

' Bupatl dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
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(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
RS dam rotarperhitungan, -
(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB dan / atau SKPDKBT.

Pasal 75

{1) Dalam jangka waktu 5 (ima) tahun sesudah sgal trutzngnya pajak, Bupati
dapat menerbitkan : : :

a. SKPDKB dalamhal:

1) fika berdssarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang.
lerutang tidak atau kurang dibayar ;

2) jka SPTPD tidak disampakan kepada Bupali dalam jangka waklu
tertentu dan setelah ditegur secara lertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jebatan. '

_b. SKPDKBT jika ditemukan data beru dan / atau data yang semula belum
tesungkap yang menyebabkan penembahan jumlah pajak yang terutang. .

¢. SKPDN jika jumlah pajak yang terulang sama besamya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
adminisiratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dad pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dhitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumiah kekurangan pajak yang lerutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanks] adminisiratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumizh kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dfkenakan jka Wajib
Pajak melaporkan sendir sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumiah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagalmana dimaksud pada ayal
(1) huruf a angka 3) dikenakan sanks! adminlstratif berupa kebaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksl administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau tedambat dibayar untuk Jangka waktis paling lama 24 (dua puluh empa.t)
bulan dihitung sejak saal terutangnya pajak.
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Pasal 76

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SPTPD,
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (3) dan
ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketzntuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD
alau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3)-dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Bupali.

Baglan Kedua
: Surat Tagihan Pajak
Pasal 77

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang didayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
' akibat salah tulis dan / atau salah hitung ;

c. : Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) seiiap bulan untuk paling lama 15 (ﬁma belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikeénakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua pemen) sebulan

dan ditagih melalui STPD.
Baglan Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penaglhan
Pasal 78
(1) Pembayaran pajak harus dﬂékukan sekaligus atau lunas. .

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membenkan persetujuan kepada Wajib
Pa}ak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun wiaktu
tertentu, selelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) -Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

sampai batas waklu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 %

(dua persen) perbuian dart jumlah pajak yang belum atau kurang bayas

(4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar
2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penundaan dan
angsuran sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan (4) ditetapkan denga
Peraturan Bupati.

Pasal 79

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (tige puluh) hari kerja setelah saat terutangnya
pajek dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh
Wajib Pajak.

(2) Pembayaran pajak ditakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD:

(3) Apabila pembayaian pajak dilakukan di tempat lain’ Qang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambatdambatnya 1 x 24 jam
atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati,

(4) Wajb Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan
menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalul tempat pembayaran yang ditunjuk _
oleh Bupati. :

(5) Kelentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat
pembayaran pajak diletapkan dengan Peraturan Bupali.

Pasal 80

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STFD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, ¢an Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Baglan Keempat
Keberatan dan Banding '
Pasal 81
(1) Wajib Pajak dapal mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas suatu ;
a. SPPT;
b. SKPD;
c. SKPDKB;
d. SKPDKBT;
e. SKPDLB;

W
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f.  SKPDN : dan

9. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
" disertai alasan-alasan yang Jelas.

(3) Keberatan harus diajuken dalam jangka waltu paling lama 3 {tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuall jika Wajib Pajak dapat ;nenun]ukka'n bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dlpenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sednklt
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi pefsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dlanggap sebagal Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupali atau pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiiman Surat Keberafan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan,

Pasal 82

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupali atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian menolak atau menambah besamya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupali tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang disjukan tersebut
dlanggap dikabulkan,

Pasal 83

(1) Wajib Pajak dapat menga,‘i:kan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditejapkan oleh Bupati;

(2). Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulls dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang }eias dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampid salinan dari surat keputusan
keberatan tersabut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
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Pasal 84

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembelikan dengan ditambah
itbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
- puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampal dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan,

(4) Délar'n hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa de_nda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan. )

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus parsen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding cikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Baglan Kellma
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan -
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
Pasal 85

(1) Atas pemmohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya, Bupeti dapat
membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau
kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan kelentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Bupatidapat: ’
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksl administratif berupa bunga,
denda dan kenalkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan
kekhilafan Wajib PaJak atau bukan karena kesalahannya ;

b. mengurangkan alau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.

" c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan alau diterbitkan lidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan ; dan <
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d. Mengurangkan ketetapan pajek terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi terfentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN -
| Pasal 86

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permchonan

"pengembalian kepada Bupali, %

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejek diterimanya
permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) telah
dilampaul dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan
-pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
_diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan,

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasl terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebhan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam jangka waktu pafing lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB.

(6)’.ﬁka pengembalian kelebihan pajak dilakukan ‘setelah lewat 2 (dva) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterdambatan pembayaran kelebihan pernbayamn'pajak. ‘

(7) Tala cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebabaimana dimaksud
pada ayal (1) diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB V
' KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 07 )
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjad| kedaluwarsa setelah melampaul

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat lerutangnya pajak, kecual apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
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(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana'dimaksud pada ayat (1) tertanggun
apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa ; dan

b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak, baik Iangsung maupun
tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayal (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihilung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadaraniya menyatakan masi
mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Walib Pajak.

Pasal 88

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
: penagihan sudzh kedaluwarsa dapat dihapuskan. : 5

(2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

" BABVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 89

(1) Wajb Pajak yang melakukan usaha dengan omzet palingi sedikit Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta ruplah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencalatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan
alau pencatalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur dengan Peraturan

Bupati. p

sl

(1) Bupali berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

A
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(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperiihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak
yang terutang.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempal atau fuangan yang
dlanggap periu dan memberikan bantvan guna kelancaran pemeriksaan ;
dan/ atau

¢. Membenkan kelerangan yang diperukan.
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BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 91 oy
(1) Instansi yar.g melaksanakan pemungutan Pajak dapat diber insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIl
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 92

(1) Seﬁap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
dketahul atzu diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Jabiatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan pératuran pemndang
undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beraku juga terhadap tenaga
ghll yang ditunjuk oleh Bupall untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. '

(3) Dikecualikan darl ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah : '

a. pejabal dan tenaga ahll yang bertindak sebagal saksu atau saksl ahli dalam
sidang pengadilan ;
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b. pejabal dan | alay lenaga ahli yang ditelapkan' oleh Bupati untuk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara alau instansi.

pemerintah yang berwenang melakukan pemerksaen dalam bidang
keuangan daerah,

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupali berwenang memberi ijin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberi keterangan, memperiihatkan bukl
“tertulis dari atau tentang wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, alas permintaan hakim sesual dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Bupali dapat memberi fjin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Teﬁaga Ahli sebagaimana dimaksud
pada ayal (2), untuk memberikan dan memperinatkan bukii tertulis dan
keterangan wajib pajak yang ada padanya. :

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkuian dengan keterangan
yang diminta.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 93

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipd tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pldana
di bidang perpajakan daerah, sebageimana dimaksud dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawal negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesual dengan ketentuan peraturan pemndang—ﬁndangan.

(3). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

. a menerima, mencar, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tndak pidana di bidang p'e;,pa]akan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi leblh lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenuran perbuatan yang dilakukan sehubungan - e

dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
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C. Meminta keterangan dan bahan bukii dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk rend dapatkan bshan bukli pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyulaan terhadap bahan
bukti tersebut ;

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penydikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

9. Menyuruh berhenti dan / atay melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan 'ﬁﬁdak pidana perpajakan
Daerah; "

i.  Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ; den / atay

i

k. Melakukan lindakan lain yang perfu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengah ketenluan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi penyidikannya kepada
‘Penuntut Umum melalui Penyidik Pofisl Negara Repulbik Indonesia, sesuai

, dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 94

(1) Wajib Pajak yéng karena kealpaannya tidak menyampa’ikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan

- yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan

. pidana kurungan paling lama 1 (satu) lahun atau pidana denda paling banyak 2
(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja lidak menyampaikan SPTPD atau mengsi
dengan tidak benar atau tidak lengkap alau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pldana
penjara paling lama 2 (dua) tahun alau pidana denda paling banyak 4 (empal)
kall jJumlah pejek terutang yang tidak atau kurang dibayar.
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BAB Xl

- KETENTUAN PENUTUP
Pasal 99
(1) Pada saal Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1+ tentang Pajak Pemanfaatan Alr Bawah Tanzh dan Alr Permukaan.

b. .Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2000
tentang Retribus! Izin Pengambllan Sarang Burung Walet; ~

¢. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2001
tentang Pajak Hotel;

d. Peraturan Dzerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2001
tentang Pajak Restoran; .

e. Peraturan Daereh Kabupaten Tapanuli Utara.Nomor 11 Tahun 2001

tentang Pajak Hiburan;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tshun 2001
tentang Pajak Reklame; .

g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pajak Penerangan Jalan;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2001
tentang Pajak Pengambilan dan Pengoiahan Bahan Galian Golongan C;

dicabut dan dinyatakan tidak beraku lagi.

(2) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunérv Pedesaan dan Perkotaaan
sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesepuluh Peraturan Dasrah ini beraku

sejak tanggal 1 Januari 2014,

{3) Ketentuan mengenal Bea Perolehan Hzk Atas Tanah dan Bangunan
sabagaimana dimaksud pada Baglan Kesebelas Psraturan Daerah ini mulai
berlaku sejak 1 Januari 2011 setelah selesal pmses pengalhannya oleh
Pemerintah Pusat.

(4) Hakhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang merigenai

 fteknis pe!aksmaannya, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

" Pasal 100

Peraturan Daerah Inf mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanull Utara.

Ditetapkan dl Tarutung
Pada tanggal 30 Desember 2010,

BUPATI TAPANULI UTARA,

-Cap/Dty,-
TORANG LUMBANTOBING
Diundangkar di : Tarutung.
Pada Tanggal : 30'Desember 2010.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

2

Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580226.198503 1 005

Lebaran Daerah Kabupaten Tapanull Utara Tahun 2010 Nomor : § |

a. Peraturan Daersh Kabupaten Tapanull Ulara Nomor 08 Tahun 1968




